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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM ISLAM 

DAN ‘URF 

 

A. Pengertian Perkawinan 

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu “النكاح” dan 

 1(setubuh, senggama) ” الوطئ“ yang secara bahasa mempunyai arti ,”الزواج“

dan “الضم”(berkumpul). Secara hakiki nikah diartikan juga dengan berarti 

bersetubuh atau bersenggama, sedangkan secara majazi bermakna akad.2 

Menurut istilah, pernikahan adalah akad untuk menghalalkan 

hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-

laki dan perempuan, dimana antara keduanya bukan muhrim atau lebih 

tegasnya, pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan 

perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan 

dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, 

penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.3 

                                                           
1Ahmad Warson Al-Munawwir, Al-Munawwi>r: Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka 

Progressif, 1997) 1461. 
2Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 9,(Dar El-Fikr, 1997)  6513. 
3Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam (Jakarta: Rhineka Cipta, 1992), 188. 
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Menurut al-Qur’an perkawinan adalah menciptakan kehidupan 

keluarga antara suami isteri dan anak-anak serta orangtua agar tercapai suatu 

kehidupan yang aman dan tenteram (sakinah) pergaulan yang saling 

mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rahma).4 

Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu akad yang 

menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad 

sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari syara‘. 5 

Sedangkan di dalam ensiklopedi hukum Islam, disebutkan bahwa 

nikah merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami 

istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan 

keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas 

bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas 

bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah Swt. terhadap 

hamba-Nya.6 

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau 

mis|a>qan gali>d{an dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya 

adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang saki>nah, mawaddah wa rah}mah.7 

                                                           
4Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (UI Press: 1974), 47. 
5Abu Zahrah, Al-Ahwal Al-Syakhs{iyah, (Dar El-Fikr Al-‘arabi, 1958) 18. 
6Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) 

1329.  
7M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Buku Aksara, 1996) 14. 
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Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan 

bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga  yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.8 

Kemudian Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian nikah adalah 

akad yang memberikan faedah hukum kebolehan melakukan hubungan 

keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong 

menolong dan memberikan batasan bagi pemiliknya serta peraturan bagi 

masing-masing.9 

Dari beberapa pengertian pernikahan tersebut di atas dapat 

dirumuskan bahwa, pernikahan adalah ikatan melakukan suatu akad atau 

perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan 

untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan 

dasar sukarela dam keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan keluarga 

yang diliputi kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai 

Allah Swt. 

 

 

 

 

                                                           
8Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 
(Bandung: Citra Umbara, 2012), 2. 
9Hasbi Ash-Shidieqi, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) 96. 
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B. Dasar Hukum Perkawinan 

Diantara dasar hukum dianjurkannya perkawinan adalah sebagai 

berikut: 

a. Q.S. Ar-Ru>m ayat 21 

                             

                     

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 

dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.10 

 

b. Q.S. An-Nu>r ayat 32 

                         

                   

 

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, 

dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan 

mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-

Nya) lagi Maha Mengetahui.11 

 

 

 

 

                                                           
10Departemen Agama R.I., Al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), 

406. 
11Ibid., 354. 
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c. Q.S. Yasi>n ayat 36 

                             

    
 

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan 

semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari 

diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.12 
 

d. Rasulullah SAW bersabda : 

قاَلَ لنََا النَّبُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ياَ مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطاَعَ الْبَاءَةَ  :عَنْ عَبْدِ اللَّهِقَال
 جََاء  يَتَ زَوَّجْ فإَِنَّهُ أغََضُّ للِْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ فَ عَلَيْهِ باِلصَّوْمِ فإَِنَّهُ لَهُ وِ فَ لْ 

Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata: telah berkata kepada 

kami Rasulullah SAW, : “Hai sekalian pemuda, barangsiapa 

yang telah sanggup di antara kamu kawin, maka hendaklah ia 

kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan 

(kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara 

kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah ia 

berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai 

baginya.13 

 

Perkawinan hukum asalnya adalah mubah, namun dapat berubah 

menurut ah}ka>mal al-khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan 

keadaan: 

1. Nikah Wajib, diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan 

menambah takwa. Dan juga mamou bagi orang yang telah mampu, yang 

akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. 

                                                           
12Ibid., 442. 
13Abu Al-Hasan Nuruddin Muhammad bin Abd Al-Hadi Al-Sindi, Shahi>h Bukhari bi Al- Ha>siyah 
Imam Al-Sindi Jilid 3 , (Beirut Lebanon : Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1971) 422.  
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2. Nikah Haram, nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya 

tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan 

kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinngal, dan 

kewajiban batin seperti mencampuri isteri. 

3. Nikah Sunnah, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu 

tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, 

dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena 

membujang tidak diajarkan oleh Islam. 

4. Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan 

dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib 

nikah dan tidak haram bila tidak nikah.14 

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, 

menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah 

tergantung dengan keadaan mas}lah}at atau mafsadat-nya. 

 

C. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 

menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. 

Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya 

                                                           
14H.S.S Al-Hamdani, Risalah Nikah, ter. Agus Salim, cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amin, 2002), 8. 
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merupakan sesuatu yang harus diadakan. Artinya, perkawinan tidak sah 

apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.15 

1. Rukun Perkawinan 

Jumhur ulama’ sepakat bahwa rukun perkawinan itu adalah 

adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, 

dan ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.16 

a. Adapun syarat-syarat suami adalah: 

1) Bukan mahram dari calon isteri 

2) Tidak terpaksa atau kemauan sendiri 

3) Orangnya tertentu, jelas orangnya 

4) Tidak sedang ihram. 

b. Syarat-syarat isteri adalah: 

1) Tidak ada halangan syara’, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, 

tidak sedang dalam iddah 

2) Merdeka, atau kemauan sendiri 

3) Jelas orangnya, dan 

4) Tidak sedang berihram.17 

 

 

 

                                                           
15Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 59. 
16Ibid.,61. 
17H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat..., 13. 
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c. Syarat-syarat Wali 

Adapun yang dimaksud wali dalam perkawinan adalah 

seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak 

terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap 

dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki 

sesuatu kekurangan pada dirinya, yang memungkinkan dia bertindak 

sendiri secara hukum, baik dalam bertindak atas harta atau atas 

dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak 

atas nama mempelai perempuan dalam suatu akadi nikah.18 

Yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga 

kelompok: Pertama, wali nasab, yaitu wali berhubungan tali 

kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin. Kedua, wali 

mu’thiq yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas 

hamba sahaya yang dimerdekakannya. Ketiga, wali hakim yaitu orang 

yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau 

penguasa.19 

Menurut Imam Syafi’i  tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi 

pihak pengantin perempuan. Sedangkan menurut madzab Hanafi, wali 

itu sunnah saja hukumnya. Di samping itu ada pendapat yang 

menyatakan bahwa wali nikah itu sebenarnya tidak perlu apabila yang 

mengucapkan ijab dalam proses akad ialah pihak laki-laki. Tetapi 

                                                           
18Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam..., 69. 
19Ibid., 75. 
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kenapa dalam praktik selalu pihak wanita yang ditugaskan 

mengucapkan ijab (penawaran), sedang pengantin laki-laki yang 

diperintahkan mengucapkan ikrar qabul (penerimaan). Karena wanita 

itu pada umumnya (fitrah) adalah pemalu, maka pengucapan ijab itu 

perlu diwakilkan kepada walinya, jadi wali itu sebagai wakil dari 

perempuan. Biasanya diwakili oleh ayahnya, bilamana tidak ada ayah, 

dapat digantikikan oleh kakeknya. Wali nikah yang demikian itu 

disebut wali nikah yang memaksa (mujbir).20 

Bila tidak ada ayah mungin karena meninggal atau ghaib, 

maka digantikan kakek  yang berhak tampil menjadi wali nikah cucu 

perempuannya. Apabila tidak ada bapak atau kakek, maka dapat 

diwakilkan lagi kepada saudara laki-laki kandung dari pengantin 

perempuan yang sudah baligh, berakal, laki-laki, Islam dan adil. Bila 

tidak ada sudara laki-laki, maka dapat pula diwakilkan kepada saudara 

laki-laki dari ayah (Paman). Wali sesudah ayah dan kakek itu disebut 

wali nasab biasa (tidak memaksa). 

d. Syarat-syarat saksi adalah: 

1) Laki-laki 

2) Baligh 

3) Waras akalnya 

4) Adil 

5) Dapat mendengar dan melihat 

                                                           
20M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan..., 215. 
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6) Tidak dipaksa 

7) Tidak sedang ihram, dan 

8) Memahami bahasa untuk ijab dan qabul.21 

Saksi harus hadir dan meyaksikan secara langsung akad nikah 

serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad 

nikah dilangsungkan.22 

e. Syarat-syarat Ijab dan Qabul 

Syarat-syarat sighat hendaknya dilakukan dengan bahasa yang 

dapt dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan 

saksi. Shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan 

waktu akad dan saksi.23 

Dalam hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab 

fiqh akad perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat 

keperdataan. Ia diartikan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut 

dalam al-Qur’an ميثا قا غليظا (mi>s\a>qa>n gali>z{a>n) yang mana perjanjian 

itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau 

orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad 

perkawinan, tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT.24 

Dari ketentuan di atas menjelaskan bahwa syarat rukun dari 

sebuah perkawinan adalah adanya calon mempelai laki-laki, mempeali 

                                                           
21H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat..., 14. 
22M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam..., 75. 
23H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat..., 13-14. 
24Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam..., 62. 
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perempuan, wali, dua orang saksi, dan shigat. Akad nikah atau 

perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya 

menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum. 

2. Syarat Sah Perkawinan 

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya 

perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah 

dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban.25 

Secara garis besar syarat sahnya perkawinan dibagi menjadi dua 

yaitu: Pertama adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami yang 

akan menjadi pendampingnya. Artinya tidak diperbolehkan wanita yang 

hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya, dengan sebab apapun, 

yang mengharamkan pernikahan di antara mereka berdua, baik itu bersifat 

sementara maupun selamanya. Syarat kedua, saksi yang mencakup hukum 

kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan.26 

Menurut Abu Zahrah dalam kitabnya al-Ah}wa>l as-Syakhs{iyah, 

membagi syarat-syarat perkawinan ini dalam 3 macam yaitu: 

Pertama, syarat sah adalah syarat-syarat yang apabila tidak dipenuhi, 

maka akad itu dianggap tidak ada oleh syara’. Yang mana dari akad itu 

timbul hukum-hukum yang dibebankan oleh syara’.Kedua, syarat 

pelaksanaan yaitu syarat-syarat yang bila tak ada, maka tidak ada hukum 

apa-apa tiap-tiap orang yang berakad. Ketiga, syarat keberlangsungan 

                                                           
25Abd. Rahman Ghaza>li, Fiqh Munakahat, cet 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 

49.  
26Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqh Wanita, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998) 405. 
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yaitu syarat yang kedua pihak tidak memerlukan akad apabila tidak ada 

syarat-syarat tersebut.27 

Syarat sah nikah (Syarat S{ih}h}ah) : hadirnya para saksi. Saksi 

tersebut minimal dua orang laki-laki dan dua wanita yang balig{, berakal, 

merdeka, mendengar dan memahami ucapan dua pihak yang berakad, 

beragama Islam. Kemudian calon istri adalah wanita yang bukanlah 

mahram si lelaki. Baik mahram abadi maupun sementara.28 

Syarat terlaksananya akad nikah (Syarat Nafa>z{). Demi 

terlaksananya akad nikah, orang yang mengadakannya haruslah orang 

yang mempunyai kekuasaan mengadakan akad nikah. Jika orang yang 

mengurusi akad mempunyai kecakapan yang sempurna dan mengakadkan 

dirinya sendiri, maka akad tersebut sah dan dapat diberlakukan. Demikian 

halnya jika dia mengadakan akad bagi orang di bawah kekuasaannya, atau 

orang yang mewakilkan penyelenggaraan akad kepada dirinya.29 

Mayoritas fuqaha’ menyatakan bahwa wanita tidak dapat 

mengakad nikahkan dirinya sendiri. Akad nikah tidak bisa terjadi dengan 

ungkapan wanita, meskipun wali tidak mempunyai hak memaksa dirinya. 

Wanita dan walinya bekerja sama memilih dan memilah calon suami. 

Namun wali dari wanita itulah yang akan mengakadkan akad nikah. 

Syarat keberlangsungan nikah (Syarat Luzu>m). Pada dasarnya 

akad nikah adalah akad yang berlangsung terus menerus. Tidak boleh 

                                                           
27Abu Zahrah, Al-Ahwal Al-Syakhs{iyah..., .58. 
28Ibid., 58. 
29Abu Zahrah, Al-Ahwal Al-Syakhs{iyah..., 66. 
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membatalkan akad tersebut secara sepihak. Dalam artian tidak boleh 

melepaskan akad itu dari asalnya, melainkan perbuatan menghentikan 

hukum-hukum akad nikah. Talak merupakan salah satu hak yang dimiliki 

suami sebagai konsekuensi dari terjadinya akad nikah.30 

Akad nikah adalah suatu kewajiban yang mengharuskan 

keberlangsungan. Karena tujuan syari‘at dari pernikahan tidak akan 

tercapai tanpa adanya keberlangsungan nikah itu sendiri. Kehidupan 

rumah tangga yang baik, pendidikan anak, dan pemeliharaan mereka pasti  

memerlukan sebuah keberlangsungan jangka panjang.31 Syarat 

keberlangsungan nikah (syarat luz>um) dalam mazhab H}anafi adalah 

hendaklah wali yang menikahkan orang yang tidak atau kurang cakap 

adalah ayah, kakek atau anaknya sendiri. 

Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang 

No. 1 Tahun 1974 adalah: 

Pasal 2 : (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang 

-undangan yang berlaku 

Pasal 6 : (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 

mempelai 

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 

mencapai 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua. 

                                                           
30Ibid.,  
31Ibid., 
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(3)  Dalam hal sah seorang dari kedua orangtua telah meninggal 

dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan 

kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup 

diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari 

orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya. 

(4) Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam 

keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, 

maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau 

keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis 

keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam 

keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 

(5) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang 

disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah 

seorang atau lebih tidak menyatakan pendapatnya, maka 

Pengadilan dalam daerah hukumtempat tinggal orang yang 

akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang 

tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu 

mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) 

pasal ini. 

Pasal 7 :  (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 

umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 

tahun. 
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(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, dapat 

meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lainnya 

yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak 

wanita. 

(3) ketentuan-ketentuan ini mengenai keadaan salah seorang 

atau kedua orangtua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) 

Undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan 

dispensasi ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) 

 Pasal 8 :  Perkawinan dilarang antara dua orang yang: 

a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah 

maupun ke atas 

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping 

yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara 

orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya. 

c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu 

dan ibu/ bapak tiri 

d. berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, 

saudara susuan, dan bibi atau paman susuan 

e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau 

kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri 

lebih dari seorang 
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f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan 

lain yang berlaku, dilarang kawin 

Pasal 9 :  Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain 

tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada 

pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini 

Pasal 10 : Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu 

dengan lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di 

antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, 

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan 

lain. 

Pasal 11: (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku 

jangka waktu tunggu 

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) 

akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lanjut 

Pasal 12 : Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan  

perundang-undangan tersendiri.32 

 

 

 

 

                                                           
32Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..., 3-6. 
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D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 

1. Tujuan Perkawinan 

Tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk 

memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan 

rumah tangga yang damai dan teratur.33 

Imam Al-Ghaza>li membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada 

lima hal, sebagai berikut: 

a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan 

serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia 

b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan 

c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan 

d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama 

dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang 

e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan 

yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.34 

Selain itu perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga 

sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran 

agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang palin 

menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan 

informal, Ibu Bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya 

                                                           
33Yunus Mahmud, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1964), 12. 
34Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan..., 27. 
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dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi 

dasar pertumbuhan pribadi atau kepribadian sang putra putri itu sendiri.35 

Perkawinan pun adalah makna dan jiwa dari kehidupan 

berkeluarga meliputi 

a. Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian. 

Firman Allah SWT.,: 

...           ...     

 

...Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian 

bagi mereka....36 (QS. Al-Ba>qarah : 187) 

 

b. Understanding dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas 

dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Dalam kaitan 

tersebut Allah berfirman dalam surat Al-Ru>m ayat 21 bahwa: 

                           

                      

 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.37 (QS. Al-

Ru>m : 21) 

 

 

                                                           
35H.S.S Al-Hamdani, Risalah Nikah..., 133. 
36Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid 1, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 276. 
37Ibid, 477. 
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2. Hikmah Perkawinan 

a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk 

menyalurkan dan memuaskan naluri seks. 

b. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, 

memperbanyak keturunan, serta melestarikan hidup manusia. 

c. Perkawinan dapat membuahkan di antaranya adalah tali persaudaraan, 

memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan 

memperkuat hubungan masyarakat.38 

 

E. ‘Urf 

1. Pengertian ‘Urf 

Secara etimologi 'urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu yang berarti 

kenal. Dari kata ini muncul kata ma’ru>f yang berarti sesuatu yang dikenal. 

Pengertian “dikenal” ini lebih dekat pada pengertian diakui dan dianggap 

baik oleh orang lain.39 

Secara terminologi “Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal 

oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik 

berupa perkataan maupun perbuatan.40 

Kata 'urf sering disamakan dengan kata adat (adat kebiasaan). 

Namun bila diperhatikan dari akar katanya, ada perebedaan diantara 

                                                           
38H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat..., 19-20. 
39Ahmad Mustafa al Maragi, Tafsir Maragi, Juz II (Mesir: Mustafa al Bab al Halabi, 1946), 65  
40Abdul Wahab Khallaf, Ushul Fikih (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 104. 
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kedua kata tersebut. kata adat berasal dari bahasa Arab, akar katanya: 

‘a>da, ya‘u>du yang mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu 

yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Sedangkan kata ‘urf 

pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan 

dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama 

dikenal dan diakui oleh orang banyak.  

Dalam beberapa referensi dijelaskan bahwa adat atau 'urf 

mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan. Menurut ‘Abdul Wahha>b 

Khalla>f, 'urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan 

dikerjakan oleh mereka, baik itu yang berupa perkataan, perbuatan 

ataupun sesuatu yang lazimnya untuk ditinggalkan. Hal ini dinamakan 

pula dengan al-‘adah. Sehingga dalam bahasa ahli sh}ara' dijelaskan bahwa 

antara 'urf dan adat tidak terdapat perbedaan.41 

Berdasarkan uraian di atas bisa dipahami bahwa 'urf dan adat 

memiliki makna yang sama yang dapat berupa ucapan/perkataan. Dengan 

demikian ‘urfdapat dipahami sebagai sesuatu yang sudah dikenal oleh 

manusia yang menjadi kebiasaan atau tradisi baik ucapan, perbuatan atau 

pantangan-pantangan. 

 

 

 

 

                                                           
41Ibid., 
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2. Macam-macam ‘Urf 

Dalam pembagiannya, ‘urfdapat ditinjau dari tiga hal, yaitu 

pertama dapat ditinjau dari segi obyeknya, kedua dari segi ruang lingkup 

penggunaannya dan ketiga dapat di tinjau dari segi keabsahannya.42 

a. Ditinjau dari obyeknya.  

Dari segi ini ‘urf dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

1) ‘Urf Qouli 

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata 

atau ucapan. Misalnya kata waladun, secara etimologi berarti anak, 

yang digunakan untuk laki-laki atau perempuan.43 Namun dalam 

kebiasaaan sehari-hari orang Arab, kata walad itu digunakan hanya 

untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan. Sehingga 

dalam memahami kata walad kadang digunakan ‘urf qouli tersebut. 

2) ‘Urf Fi’li 

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan. 

Miasalnya jual beli barang-barang diwarung antara penjual dan 

pembeli, cukup hanya dengan menunjukkkan barang serta serah 

terima barang dengan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apapun. 

Menurut kebiasaan, hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual 

beli. 

 

                                                           
42Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: Kencana, 2014), 413. 
43Salah satu contoh penggunaan kata walad dalam al-Quran terdapat dalam surat al-Nisa>’ (4): 11-

12 yang menjelaskan mengenai waris/harta pusaka. Kata walad dalam kedua ayat tersebut 

berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan.  
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b. Ditinjau dari Segi Ruang Lingkup Penggunaannya. 

Dari segi ini ‘urf dibagi menjadi dua macam, yaitu:  

1) ‘Urf  ‘A<m 

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi 

sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.44 

Misalnya menganggukkan kepala tanda menyetujui dan 

menggelengkan kepala tanda menolak. Hal ini berlaku umum di 

masyarakat. Jika ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka 

dianggap aneh atau ganjil. 

2) ’Urf  Kha>s} 

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada 

suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja.45 Misalnya 

adat masyarakat Minangkabau menarik garis keturunan melalui 

perempuan (matrilineal) dan adat masyarakat Batak menarik garis 

keturunan melalui laki-laki (patrilineal).  

c. Ditinjau dari Segi Keabsahannya 

Dari segi ini ‘urf dibagi menjadi dua macam, yaitu:  

1) ’UrfS{ah{i<h{ 

Yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia 

yang tidak berlawanan dengan dalil syara’, di samping tidak 

                                                           
44Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2…, 415. 

45Ibid. 
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menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban.46 

Misalnya kebiasaan jual beli dengan cara pemesanan, yaitu pihak 

pemesan memberi uang muka terlebih dahulu atas barang yang 

dipesannya. Demikian juga dalam mahar perkawinan apakah di 

bayar kontan atau hutang, serta terjalin pengertian tentang istri 

yang tidak diperkenankan menyerahkan dirinya kepada suami, 

melainkan jika mahar telah dibayar. 

Seorang mujtahid harus memperhatikan ‘urf sahih dalam 

membentuk suatu produk hukum. Karena adat dan kebiasaan 

adalah bagian dari kebutuhan dan sesuai dengan kemaslahatan.47 

Karenanya terdapat kaidah yang menyatakan bahwa: 

 العَادَةُ مَُُكَمَة
Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum. 

2) ’Urf Fa>sid 

Yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi 

bertentangan dengan shara’, menghalalkan yang haram, atau 

membatalkan kewajiban.48 Misalnya kebiasaan berciuman antara 

laki-laki dan wanita yang bukan mahram dalam acara tertentu.  

Para Ulama sepakat, bahwasanya ‘urf fa<sid tidak dapat 

dijadikan landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi 

                                                           
46Abdul Wahhab Khalla@f, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Bandung: Risalah, 1985), 132. 
47Abdul Ghofur Anshori, Zulkarnain Harahab, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di 

Indonesia (Jakarta:Kreasi Total Media, 2006), 187. 
48Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2…, 416 
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hukum.49 Oleh karena itu, untuk mengingatkan masyarakat dan 

pengalaman hukum Islam, sebaiknya dilakukan dengan cara yang 

ma’ruf pada masyarakat, untuk mengubah adat kebiasaan yang 

bertentangan dengan ajaran Islam tersebut, dan menggantinya 

dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan ajaran Islam. 

3. Syarat-syarat ‘Urf 

‘Urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil untuk 

menetapkan hukum shara’ apabila telah memenuhi sejumlah persyaratan 

berikut.  Syarat tersebut adalah:50 

a. 'Urf  yang dilaksanakan itu harus masuk pada 'urf yang s}ah}i>h} dalam 

arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran dan Sunnah. Apabila 

bertentangan dengan ketentuan nas} atau bertentangan dengan prinsip-

prinsip shara’, maka tidak dapat dijadikan dalil untuk menetapkan 

hukum dan termasuk dalam kategori ‘urf fa>sid. 

b.  'Urf itu harus bersifat umum dan merata, dalam arti telah menjadi 

kebiasaan mayoritas masyarakat dalam lingkungan adat itu. 

c.  'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu harus sudah 

ada dan berlaku pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. 

d. Adat atau ‘urf itu harus bernilai manfaat dan dapat diterima oleh akal 

sehat. 

 

                                                           
49Abdul Ghofur Anshori, Zulkarnain Harahab, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di 

Indonesia..., 187. 
50Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2..., 424. 
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4. Kedududkan ‘Urf Sebagai Dalil Sh}ara’ 

Para ulama banyak yang sepakat dan menerima 'urf sebagai dalil 

dalam mengistinbatkan hukum, selama ia merupakan 'urf s}ah}i>h} dan tidak 

bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan 'urf 'a>m 

maupun 'urf kha>s}. Dalam pandangan al-Qarafi, seorang ahli fiqh mazhab 

Maliki, seorang mujtahid yang hendak menetapkan suatu hukum harus 

lebih dahulu memperhatikan kebiasaan hukum yang ditetapkannya itu 

tidak bertentangan dan tidak menghilangkan kemaslahatan yang telah 

berjalan dalam masyarakat tersebut.51 Penerimaan para ulama terhadap 

'urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum bertujuan untuk mewujudkan 

kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia.  

Secara umum ‘urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqih 

terutama dikalangan Ulama Mazhab Maliki dan Hanafi. Ulama Malikiyah 

menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai 

dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ah}ad. 

Sedangkan Ulama Hanafiyah menggunakan istih}sa>n dalam berijtihad, dan 

menggunakan istih}sa>n al-‘urf (istih}s>an yang menyandar pada ‘urf), dan 

mendahulukannya dari qiyas khafi.52 

Adapun Kehujjahan ‘urfsebagai dalil syara’, didasarkan atas 

argumen-argumen berikut : 

Firman Allah SWT pada surat al-A’raf ayat 199: 

                       

                                                           
51Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 128. 
52Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2..., 423. 
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Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 

makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.53 

 

Juga firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 180: 

                              

                     

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan 

(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, 

Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf, 

(ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.54 

 

 

Ayat diatas merupakan perintah, untuk menyuruh manusia 

melakukan perbuatan yang ma’ruf. Kata alma’ruf artinya sesuatu yang 

diakui baik. Ayat diatas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan 

pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan sesuatu hal yang 

menurut kesepakatan berguna bagi kemaslahatan.55 

Selain dua ayat di atas, kehujjahan ‘urf sebagai dalil shara’ juga 

didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw:  

الَ قاَلَ: قَ بْدِ الِه بْنِ مَسْعُوْدٍ حَدّثنَاَ أبَوُ بَكْرٍ حَدّثنَاَ عَاصِم  عَنْ زرِِّ بْنِ حُبَ يْشٍ عَنْ عَ 
نْدَ الِه حَسَن   وَ مَا رَآهُ مَُُمَّدٍ صَلىَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَ هُوَ عِ 

ء .   الْمُسْلِمُوْنَ سَيِّأً فَ هُوَ عِنْدَ الِه سَيِّ
Sesuatu yang di pandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut 

Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik, dan sesuatu yang 

dianggap buruk oleh kaum muslimin, maka buruk pula disisi Allah. 

 

                                                           
53Departemen Agama RI, al Quran dan Terjemahnya, 255. 
54Ibid, 44. 
55Ahmad Mustafa al Maragi, Tafsir Maragi..., 65. 
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Hadis ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjuk 

bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin 

dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga 

dipandang baik di hadapan Allah..56 

Berdasarkan beberapa dalil diatas, para ulama menyatakan bahwa 

‘urf merupakan salah satu metode istinbath hukum, dan dapat dijadikan 

sebagai dalil jika tidak ditemukan dalam nas}. Apabila ‘urf itu 

bertentangan dengan nas}, maka tidak dapat dijadikan sebagai sumber 

hukum. 

 

                                                           
56Muh. Abu Zahra, Ushul Fiqih, Penerjemah: Saefullah Ma’shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 
417. 


